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KABUS BNNK DONGEALA
BPKP, Auditor Sekallgus Penyidik

PENYIDIKAN kasus dugaan korupsi di Badan Nasional
Narkotika Kabupaten (BNNK) Donggala oleh penyidik
Tipikor Polres Donggala masih berjalan. Hanya saja ada
sejumlah ‘keanehan’ pada proses tahapan penanganan hu-
kumnya. Seperti, auditor Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng turut memeriksa
saksi. Keanehan ini menimbulkan spekulast terkait penyidikan
kasus tersebut.

Oleh : FRANGKY

Berdasarkan Pasal 52, 53 103 Tahun 2001 Tentang
dan 54 Keputusan Presiden Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Republik Indonesia Nomor Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non
Departemen, BPKP mempun-
yai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pen-
gawasan keuangan dan pem-
bangunan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku. Sementara kegfatan
BPKP dikelompokan dalam
empat kelompok, salah satu di
antaranya audit.

Kegiatan audit BPKP, berupa
audit atas temuan hasil pe-
meriksaan, audit investigasi

o

.[EANEHAN PROSES
ENANGAN HUKUM BNNK DONGGALA

» BPKP Perwakilan Sulteng turut memeriksa saksi

- Penyidikan tanpa SPDP ke Kejaksaan

- Perbedaan keterangan soal perkembangan perkara

terkait pengungkapan korupsi
serta audit lain yang menurut
pemerintah perlu dan harus
dilakukan.

Dimana, dalam melaku-
kan audit atas temuan hasil
pemeriksaan, auditor BPKP

mengacu pada data dari pen-
yidik yang bermohon dila-
kukan perhitungan kerugian
negara, Sementara audit in-
vestigasi dan audit lain karena

Baca BNNK di hal. 11





image2.jpeg
BPKP Tidak Dapat Memeriksa Saksi
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permintaan pemerintah, auditor
BPKP proaktif mengumpulkan data
maupun meminta keterangan pihak
terkait.

Untuk kasus BNNK Donggala, BPKP
melakukan audit atas temuan hasil
pemeriksaan. Bukan audit investi-
gasi ataupun audit lain yang diminta
pemerintah.

Sehingga dalam proses audit kasus
di BNNK Donggala, BPKP selaku au-
ditor yang diminta penyidik Polres
untuk menghitung kerugian negara,
tidak dapat memeriksa saksi. Sebab
dalam proses audit itu, auditor ha-
nya melakukan audit perhitungan
kerugian negara mengacu data hasil
penyidikan penyidik. Apabila data
dinilai minim, maka auditor meminta
penyidik melengkapinya.

Namun dalam prakteknya, audit
perhltungan kerugian negara kasus
di BNNK Donggala oleh BPKP, tidak
demikian.

Pasalnya, auditor BPKP ikut me-
meriksa saksi dengan meminjam
ruangan di Polres Donggala.

Bahkan, dalam proses ‘pemeriks-
aan saksi’ oleh auditor, materinya

sama dengan yang telah ditanyakan
penyidik sebelumnya.

“Kami diperiksa oleh BPKP di se-
jumlah ruangan di Polres Donggala.
Ditanyakan sama dengan yang sudah
ditanya oleh penyidik Polres sebe-
lumnya. Jadi pusing saya,” tutur salah
seorang saksi yang enggan dikoran-
kan namanya pada Media ini.

Pemeriksaan saksi oleh BPKP itu,
juga diakui Kasat Reskrim Polres
Donggala Iptu Sunardi Alie ke-
pada wartawan media ini, Senin
(28/10/2013).

Bahkan ia mengatakan bahwa
audit BPKP telah memasuki tahap
selanjutnya.

“Pihak BPKP sudah memasuki ta-
hap dua, mereka ke Donggala memin-
jam ruangan Kapolres Donggala un-
tuk memeriksa beberapa orang (staf)
BNNK Donggala,” tutur Sunardi.

Ironisnya, Polres Donggala selaku
penyidik dan paling berwenang da-
lam kasus itu, enggan memberikan
keterangan terkait pemeriksaan
saksi oleh auditor. Bahkan untuk
membeberkan identitas yang di-
periksa, penyidik berdalih bukan
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wewenang mereka tapi BPKP. “Bukan
kami yang berhak untuk mengatakan
hal tersebut, silakan tanyake BPKP’
katanya.

‘Keanehan’ pada tahap penyidikan
dan mekanisme audit perhitungan
kerugian negara itu, menimbulkan
pertanyaan. Apakah langkah itu me-
rupakan keseriusan dan untuk mem-
percepat proses penanganan kasus
dugaan korupsi di BNNK Donggala
agar segera ditingkatkan ketahap
penuntutan atau upaya lain yang
berujung terbit Surat Penghentian
Penyidikan Perkara (SP3).

Terlepas dari kemungkinan-ke-
mungkinan itu, upaya penyidik untuk
mengusut tuntas dugaan penyimpan-
gan di BNNK Donggala harus didu-
kung dan diberi apresiasi. Apalagi,
hingga saat ini belum ada sikap dari
penyidik. :

“Masih menunggu hasil audit
dan tidak ada proses penghentian
penanganan kasus yang sedang ber-
jalan,” tandas IPTU Sunardi Ali via
telepon genggam terkait tindaklan-
jut kasus di BNNK Donggala, Rabu
(3/10/2013) lalu. ***




